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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR ; o TAHUN :,o~ s­
TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan clan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

• 
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4 . Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Da rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran egara Republik 
Indonesia Nomor 5887) scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Pcrubahan Atas Pcraturan Pcmenntah omor 18 Tahun 2016 
t ntang P rangkat aerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201q Nomor 187, Tambahan Lembaran 
N gara Rcpublik lndonC'sia Nomor 6402); 

Pcrnturan P mcrintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajcmcn Pcgawai Ncgcri Sipil (Lembaran egara Republik 
Indonesia Ta hun 201 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Pera turan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Peruba han Atas Peratura n Pemerin tah Nomor 11 Tahun 2017 
tenta ng Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 1-egara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6 . Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia omor 139 
Tahun 2016 tentang Pedoman, Nomenklatur, Togas, dan 
Organisa si Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan 
Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan (Berita egara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1657); 

7 . Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur omor 
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 
Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Nomor 2 Tahun 2023 t entang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Tahun 2023 Nomor 2) ; 

8. Peraturan Bupa ti Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi ser ta Ta ta Kerja Din a s -Din a s Daerah, Badan-Badan 
Daerah , Kecama tan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timu r Tahun 20 16 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Pera turan Bu pa ti Ogan Kom ering 
Ulu Timur Nomor 63 Tahu n 2 01 9 ten tang Perubahan Ketujuh 
Atas Peratura n Bupa ti Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 
Ta hu n 20 16 tenta n g Keduduka n , Susunan Organisa si, Togas 
da n Fungsi serta Tata Kerja Dina s-Dina s Daerah, Badan-Badan 
Daerah , Kecamatan serta Kelurahan di Ka bupa ten Ogan 
Komering Ulu Timur (Berita Daera h Ka bupa ten Ogan Komering 

Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 24) ; 
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M EM UTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN 
ORGANISASI , TUGA S DAN FUNGSI SERTA TATA 

1

KERJA PADA 
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING U LU 
TIMUR. 

B AB l 
KETENTUAN UM U M 

Pasal l 

Dalam Peratu ran Bupa ti ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabu~aten adalah Kabupa ten Ogan Komering Ulu Timur; 
2 . Pemenntah Kabupa ten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; 
3. Bupati a~alah Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 
4. Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; 
5. Dina s Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur; 
6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur; 
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur; 
9 . Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas 

Perhubungan Kabupaten; 
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPrD a<;l.alah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan 
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang 
sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas 
Pemerintah Kabupaten. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN BENTUK 

Pasal 2 

( 1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintah di bidang Perhubungan dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 
(3) Tipelogi Dinas Perhubungan adalah Tipe B. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c . Bidang Lalu Lintas; 
d. Bidang Prasarana; 
e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal4 
Susunan organ· • 
P 

1sas1 Sekrelaria l b . 
asal 3 huruf b, terdiri a las· sc aga1mana dimaksud dalam 

a . Subbagian Per nc . 
b. Subba«ria l an~an dan Keuangan; dan 

o · n pcgawaian dan Umum. 

Pasal 5 
Susunan organisasi Bidang Lalu 
d I P Linlas scbagaimana dt'maksud 

a am asal 3 huruf c tcrd' · 
S 

. , 1n a las: 
a. eksi Lalu Lintas· 
b. SeksiAngkutan;d~n 
c. Kelompok Jabalan Fungsional. 

Pasal 6 

:~sunanp alorganisasi Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud 
am as 3 huruf d, terdiri atas· 

a . Seks~ Prasarana dan Perlengkap~ Jalan; 
b . Seksi Penerangan J alan dan Fasilitas Umum; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 7 

Susun~ org8;Ilisasi Bidang Pengembangan dan Keselamatan 
sebagru_mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas: 
a. Seks~ Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; 
b. Seks1 Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 8 

Keten~an me?genai struktur organisasi Dinas Perhubungan 
sebagaunana d1maksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 
y8;Ilg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
lill. 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 9 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 
bidang perhubungan. 

Pasal 10 

Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan; 
b . pelaksanaan kebijakan umum bidang perhubungan; 
c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas bidang 

perhubungan; 
d . pembinaan dan monitoring bidang perhubungan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelapor~ bi?ang perhubung~; dan . 
f. pelaksanaan fungsi lain yang d1benkan oleh Bupati sesuai 

dengan tu gas dan fungsinya. 
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Dagif1n K ·dua 
8 ·krctariat 

(1) 
Pf.lsal I I 

Sckr lariat s ·bag . b · a1mona cl' 
S rada d_i bo.wuh dun bcrtu nnuks~d dalam Pasal 3 huruf b 

(2) ... ckretanat dipimpin ol ·h ..,"·KkRUng Ftwub kcpada Kcpala Dinas ' 
,., rctanK. · 

PaKal 12 
S kretaris sebagaimana dimak 
me_mb rikan pclayanan l k . sud dalam Pasal 11 ayat (2) bertuga 
unit kerja di lingkungan o · nts dan adminislraKi kepada seluru~ 

mas Pcrhubungan . 

Pasal 13 
Sekretari dalam melak 
dalam Pasal 12 m nyelen s~akan tu~as sebagaimana dimaksud 
a. pengoordi . gg an fungs1: 

nas1an penyusunan r 
evaluas~, dan p laporan Dinas Per~n~ana, ~rogram, anggaran, 

b. pembenan duk:un . . _u ungan, 
ketatausahaan tan admm1stras1 yang meliputi kepegawaian 
h ' euangan, kerumahtanggaan k . ' 

ubungan masyarakat, kearsipan dan dokumenta~i· etJasama, 
c. penataan organisasi dan tata lak . , d ct· sana, 

. pengoor masian dan penyusunan peraturan 
undangan; perundang-

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah· dan 
f. dpelaksanaan fungsi lainnya yang diberik~ oleh atasan sesuai 

engan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 1 
Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 14 

(1) Subbagian Perencanaan dan Keu angan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf a, berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Sekretaris. 

(2) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

Pasal 15 

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas: 
a. melakukan penyia pan bahan penyusunan rencana, Program dan 

Anggaran; 
b. melaksanakan urusan Laporan Keuangan; 
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan 

Ka bu paten; 
d. melaksanakan pembinaan terhadap staf Sub Bagian 

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ; 
e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam 

lingkup bidang tugasnya; . . 
f. melakukan penilaian Sasaran KerJa Pegawai (SKP); dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(1) 

Paragraf 2 
Subbagian Kepegawaian dan Umum 

Pasal 16 

Subbagian Kepegawaian dan Umu~ sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf b, berada d1 bawah dan bertanggung 

jawab kepad a Sekretaris. 
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(2) Subbagian Kepegawaian dan Umum 
Subbagian. dipimpin oleh Kepala 

Pasal 17 
Kepala Subbagian K • d . ak d epegawa1an dan Umum sebagaimana 
im su dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas: 

~ - m~~buat rencana kerja subbagian Kepegawaian dan Umum; 
· pe sanaan urusan administrasi kepegawaian· 

c . pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, k;rja sama dan 
hubungan masyarakal; 

d . pelaksanaan unisan kearsipan, dan dokumentasi; 
e . pel~s~a~ u rnsan penataan organisasi clan tata laksana; 
f. admin1stras1 p engelolaan barang milik/kekayaari daerah; 
g. pelaksanaan urusan p enyusunan peraturan perundang­

undangan; 
h . membu a t evaluas i dan p e la poran subbagian Kepegawaian dan 

Umum; dan 
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

d engan bidang tugas. 

B agian Ketiga 
Bidang Lalu Lintas 

Pasal 18 

(1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) Bidang Lalu Lintas dipimpin Kepala Bidang. 

Pasal 19 

Kepala Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (2) bertugas melaksanakan kebijakan dan memberikan 
bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang 
lalu lintas. 

Pasal 20 

Kepala Bidang Lalu Lintas dalam m elaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas , 

angkutan, dan pengujian sarana; 
b. penyia pan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, 

angkutan, dan pengujian sarana; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan evalu a si dan pelaporan di bidang 

lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; 
d . melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam 

lingkup bidang tugasnya; 
e . m elakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan 
f. m elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 1 
Seksi Lalu Linta Jalan 

Pa al 2 1 

(1) Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) Seksi Lalu Lintas dipimpin Kepala Seksi. 
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Pasal 22 
l\cpn ln sel s i Ln lu I int ·1s J· . 

I nynt C) bC'rlti ,. •. c • 'c1 la ri s baga,mana dimaksud dalam Pasal 
dS. 

n . nwnvus un Pn>gr·1m I 
k<'b1jn l n n tek nis di sek: i ~n ' ~enyia pkan bahan penyusunan 

h . pc ln l sn rinn n pcm•int· ' n<~naJem _n ~ kayasa la lu lin tas; 
jnring:111 J··llnn ;, ,'.' ua 1: an penrla ia n atas lingkat pelayanan 
I ' ' i c •put, vo lume la lu I' l · I · <cccpntn11 rnla n il't 1 , , , . 111 as Ja a n, tmgkat 

c . kc 7int ·1n l•1IL1 1· ' t' <cc CJJL! l a n ma ks rmum dan minimum; ' , 111 rn; yang I' • 
mnl si111um clnn mini~um · me 'I ull P nelapa n kecepatan 

d . I cm bn tn snn JJ ng , .' · , gundan Jents kcndaraan tertentu · 
t · lll C' n c lcnggaral a ' 

·, I· .. I· b n p ny us una n a nalisa dampak lalu lintas di 
J,l ,rn ... a upa l ' 11 da n pada lempal-tempa t pelayanan umum· 

f. mc:~•ksf'.na kan_ l~c~ia~an penyu suna n kapasitas jalan kabu~aten 
':

1 ipuli I ond~s1 Ja nngan jalan, volume lalu lintas, kecepatan 
ra ta -rata cla n lmlas ha ria n ra ta -rata {LHR); 

g . mcny I n ggara kan survey la lu lintas pada ruas jalan dan 
P rs1mpangan ; 

h . 111 - Ja l s_anaka n peng~kuran unjuk kerja, tingkat pelayanan (level 
of e rv1.ce) pad a ruas Jalan dan persimpangan; 

1. m laksan a kan penilaian terhadap dampak lalu lintas pada 
tempat- tempat pelayanan umum; 

J. melaksanakan inventarisasi dan registrasi kelas jalan 
kabupaten; 

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di 
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan 

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 2 
Seksi Angkutan 

Pasal 23 

(1) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) Seksi Angkutan dipimpin Kepala Seksi. 

Pasal 24 

Kepala Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (2) bertugas: 
a. p enyusunan program kerja Bidang Pengendalian Operasional; 
b. p erumusan kebijakan dan perencanaan teknis Bidang 

Pen gendalia n Operasional; 
c . p engawasan da n pengendalian operasional la lu linta s jalan; 
d. p engawasan dan pengendalian operasiona l angkutan umum, 

angkutan barang, dan moda transporta si tradisiona1; 
e. penga wasan dan pemeriksaan persyarata n teknis dan laik jalan 

kendaraan a n gkutan umum dan angkutan barang; 
f. pelaksanaa n pengawasan operasional a n gkutan ; 
g. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan 

pengadministrasian serta koordinasi Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) sektor perhubungan/ la lu lintas angkutan jalan; 

h . penegakan peraturan la lu lintas dan angkuta n jalan p ada 
kawasan strategis; 

i. peman tau an, eva luasi dan p enyusuna n laporan program Bidang 
Pengendalian Operasional; dan 

J. p elaksanaan tugas la in yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsi Dinas. 



B~:gian KeempaL 
, a n g Prasarana 

(1) 13ida ng p Pasa l 25 
d rnsr1rnnn s ·1 . 

' bcrada di b , . < x1gn1ma n a d i rnaksud 
Dinas ,1wah cl a n berLnn . . dalam Pasal 3 huruf 

(2 ) B · · ' ggung Jawab k d 
idang Prasnrnn· . . . cpa a Kepala 

R d1p1mp111 okh Kcpnla 8idang. 

1 • J>asn l 2f> '-Cpalr1 IJ1dang Prn s . 
a} at (2) l • a1 ana scbc1ga im·m ·, d . k 
n1C'laksanakar/~;~~f"1s m c n y i a pk; n .- ';;u~u~Js:~lam Pa~.al 25 
bidang prasar a n.a Ja k an , se r La mcngcvalu asi dan m I keb1kJakan'. 

• e apor an di 

I· Pasal 27 
".epala Bidang Prasarana da l 

d1maksud dalam Pasal 26 am melaksanakan tugas sebagaimana 
a. penyia pan bah menyelenggarakan fu ngsi: 

a n perumusan kebijak ct· b. 
pembangunan dan pengop . an i idang perencanaan, 

b . pen iapan ba ha n pelak eras1akn ~.rasarana; 
sanaan eb1 k ct· b 'd pembangunan dan pengop . Ja an 1 l ang perencanaan, 

. eras1an prasarana. 
c. penyiapan bahan evaluasi dan 1 . ' . 

pem bangunan d pe aporan d1 b1dang perencanaan 
d M l an pengoperas1an prasarana· ' 

. enye enggarakan perencan , 
pem eliharaan aan, pengadaan, pemasangan dan 
lintas) dan f. J?rasarana k~~elamatan lalu lintas (rambu lalu 

as 1tas umum di Jalan kabupaten- dan 
e. Pelaksaaan pengelolaan retribusi parkir. ' 

(1) 

(2) 

Paragraf 1 
Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan 

Pasal 28 

Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan b · 
d

. se agaimana 
1maksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Seksi Prasarana dan Perlengkapan jalan dipimpin Kepala 
Seksi. 

Pasal 29 

Kepala Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) bertugas: 
a . menyusun rencana strategis kebijakan, pedoman dan standar 

teknis di seksi pembangunan prasarana; 
b. m elaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan terminal 

u n tuk ke pentingan masyarakat; 
c. Pela k san a an penJman penyelenggara an dan pembangunan 

fasilitas parkir untuk umum; 
d. memfasilitasi pembua ta n dan penutupan lintasan kereta api; 
e. menyusun pen gumpula n da ta, m enyusun rencan a dan p rogram 

kerja d i bida n g pe rlen gkapa n j a la n ; 
f. menyusun ba h an perumusa n ke bijakan teknis perlengkapan 

jalan di wilayah Ka bupa ten ; 
g. menyusun dan m enentuka n rencana lokasi serta pengadaan dan 

p emasangan kebutuha n perlengka pa n la lu lintas (rambu j al~n , 
m arka j a lan a lat pemberi isyara t la l~ _ lintas, a la t penge1:d~han 
p en gaman pem a kai ja lan) serta fas1htas pendukung d1 Ja lan 

ka bupa ten ; 
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h . nwh,ksnnnknn 11 ,. . 
. ll nw,1lnn P<'rknRk·lpa n j·d ri n · cta n 
1. mcnvusun P<'nghi < < < ' , c 

w rlcn , . mpunnn <ln tn, pcn 1?;mlaan clan pc mcliha raan 
I gknpnn .Jn lan ch1lnn1 wiloyah l<nbupn lcn . 

Pa i'flRI n r 2 
Seksi Pt' IH'l"'lll 1 1 1 , .. , Rflll , H Hn < an h 1sil1las Umu m 

Pnsn l J O 
(I) Seksi l'c11c-r-11w·,t , l · 1, 1 , . . . 

. ' .-,, ',, ,\ll < an l•asil1tas Urn ttm s ·baga1mana 
d11na l sud chhm JJ,1._,, I c.. I r I I d . 

' ' , ,,c1 u 1uru ) >e ra a d1 bawah dan 
~<-rl:\np_gunp;jmvab kcpacln Kcpa la Dinas. 

(2) Sci s t Pcncrnngan Jalan dun l"asilitas Urnum dipim pin Kepala 
Seksi . 

Pasa l 3 1 

K: pala Sc\ i Pcncro.nga n J a la n da n Fasililas Urnurn sebagairnana 
d1maksud da lum Pasal 30 ayal (2) bertugas: 
a. P nyusunan rencana Leknis dan kegiatan penyelenggaraan 

penerangan ja la n dan fasililas umum; 
b. pela ksanaan inventarisasi da n pendataan terhadap prasarana 

dan sarana penera ngan jalan dan fasilitas umum; 
c. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan 

pemeliharaan prasarana dan sarana penerangan jalan dan 
fasilitas umum; 

d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana serta 
pemeliharaan penerangan jalan dan fasilitas umum; 

e. pengoperasian dan pengaturan penggunaan penerangan jalan 
dan fasilitas umum; 

f. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis dan penyuluhan 
bidang penerangan jalan dan fasilitas umum; 

g. penyiapan rekomendasi teknis ijin pemasangan penerangan 
jalan dan fasilitas umum; 

h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan bidang penerangan jalan dan fasilitas 
umum; dan 

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang. 

Bagian Kelima 
Bidang Pengembangan dan Keselamatan 

Pasal32 

(1) Bidang Pengembangan dan Keselama tan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidan g Pengemba ngan dan Kesela ma tan dipimpin oleh Kepala 
Bidang. 

Pasal 33 

Kepa la Bida ng Pengemba ngan da n Keselamatan sebagaimana 
dimaksud dala m Pasal 32 ayat (2) bertugas menyiapkan 
perumusan kebijaka n , mela ksa na ka n kebija kan, serta 
mengevaluasi da n pela pora n di bida ng pengembangan dan 
kese\amatan transportasi. 

Pasal 34 

Kepa la Bidang Pengemba ngan 
mela ksana ka n tugas sebagaimana 
menyelenggara kan fungsi: 

dan Keselamatan dalam 
dimaksud dalam Pasal 33 
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a. P nyiapa n ba han c 
moda d ,cu, tckn 1 _P rumusan kebijaka n di bidang pemaduan 

b. pcnyiapa n baho ogi p~rhubungan lingkungan dan kesela matan ; 
moc:ia, tcknolo t 1c~h aksanaa n_ kcbijakan di bidang pemaduan 

c. pcnyia pa n bar P ulbun~an lingkungan dan keselamatan; 
moda tc k11t I ,~n clva uas1 dan pclapora n di bidang pemaduan 

' > ogi J)Cr 1t1bL111g· 1· k d , 1 l , ,in 111.g ungan dan kesela matan· dan 
. men <sana l n n tugns la in y~ d .b .k ' 

ct b. · nng I cri an oleh atasan sesua i <:'n gan 1da ng tugasnya. · 

8 
. Pa ragra f I 

' el S I Pcmadua n Moda da n Tcknologi Pcrhubungan 
Pasal 3 5 

(l) "'cksi . Pcmad uan Moda dan Tcknologi Perhubungan 
scbagaima na dimaksud dalarn Pasa l 7 huruf a berada di bawah 
~an ?c1·ta nggung jawa b kepada Ke pal a Din.as. 

(2) _ ksi Pemaduan Moda da n Teknologi Perhubungan dipimpin 
h.epala Scksi. 

Pasal 36 

Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan 
se bagaimana dimaksud da lam Pasal 35 ayat (2 ) bertugas : 
a. menyusun bahan rencana strategis seksi pemaduan moda dan 

teknologi perhubungan; 
b . menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, 

pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan 
pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu 
moda serta angkutan penumpang umum dan barang; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana sistem pemaduan 
moda transportasi perkotaan yang menghubungkan an.tar 
simpul transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) 
d i kawasan perkotaan; 

d. merumuskan penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu 
moda dan angkutan penumpang umum dan barang serta 
pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda; 

e. menyusun sistem informasi dan manajemen di bidang 
penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, 
angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam 
trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang; 

f. menyusun studi kelayakan p engembangan teknologi 
perlengkapan jalan; 

g . mengevaluasi dan pelaporan seksi pemadu moda dan teknologi 
perhubungan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

( 1) 

(2) 

Paragraf 2 
Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan 

Pasal 37 

Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berada di bawah dan 
be rtanggung j awab kepada Kepala Dinas. . . . 
Seksi Keselamatan d an Lingkungan Perhubungan d1p1mpm 

Kepala Seksi. 

Pasal 38 

Kepala Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) bertugas: 

bahan rencana strategis seksi lingkungan a. menyusun 
perhubungan; 
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b. pcnyia pa n bnha n 
da n p · . d pcrumusan kcb"" k' 1 osc ur d1 bida n lja a n, sLandar, norma kriteria 
pcla buha n pcngcpul , gk lra nsportasi dara l angkuta n' sungai 

c. p ny ia pa n ba han ~ ~JI< kr crctaapia n da n tra~sporlasi udara· , 
lintas I ,,< a s,rnaan op · 1 ' , ran lingkungnn ·h c ras,ona kesclamatan la lu 

d . p e n ia p c1n 1 , 1 , P~1 ubung:-rn ; 
]" c ) cl l cl n P<' llll)lnw11 l · k . . . 

111 l as da n lingkungn n 
1 

• 1 < n, s d, b,da ng kcsclamatan la lu 
c. mcla l sa 11 " l<" 11 l pcr1ubungnn ; cla n 

' " c , u g·1s ), · . 
dcngan bid,, ,i g 

1 
<' ,Hn ya n g clibcrika n olch a tasan scsu a1· 

" ugns nyn. 

l B/\13 V 
E LO MPOK J/\8/\T/\N F'UNGSIONAL 

Pasa l 39 

Pada masing-masing .L I . . . 
d a pa l dibcnluk . uru <erJa d1 lmgkungan Dinas Perhubungan 
kcbutuhan d s~u;la h Kelompok J abatan Fungsional sesuai 
UJ 

.. d a n er asarkan ketentuan Peratuan Perundang , angan. -

Pasal 40 

Kelom:Pok Jabatan Fungsional ber tu gas melakukan kegiatan 
sesuai dengan bidang ten aga fungsional masing-masing 
berdasarkan ketentu an Pera turan Perundan g-undangan. 

Pa sal 41 

(1) ~el~mpo~ Jaba tan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam 
JenJang Ja batan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(1) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
sen ior yang diangkat oleh Bupati. 

(2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh 
Bupa ti berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 

(3) Untuk Jabatan Fungsional Penguji melaporkan pelaksanaan 
tugasnya secara berjenjang kepada Kepala Dinas. 

BAB VI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

Pasal 42 

(1) Untuk m elaksa nakan tugas teknis operasion a l atau tugas teknis 
p en unj ang tertentu dilingkungan Dinas Perhubungan dapat 
d ibentuk UPTD . 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pa d a ayat (1 ) dipimpin oleh kepala 
UPTD yang berada dibawah Ke pala Dinas Perhubungan. 

BAB VII 
TATA KERJ A 

Pasal 43 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi 
dan Kelompok Jabatan Fun gsion a l waj ib menerapkan prii:isip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan ma_smg­
masing maupun antar satu an orga1:isa~i d i lingku1:gan Pemenntah 
Kabupaten serta d e ngan instansi lam d1 luar Pemenntah Kabupaten 

sesuai dengan tugas masing-masing. 
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Pa s;.i I 4'1 
Sct1ap pimp man sa tuan O ,, · . 
masing- masin I rganis,Jsi W;iJ II_J me;ngawas1 bawahannya , , g can ap,1bil;i 1np:1 cli 
langkah yang dipr-rll1k:111 rwny1mpang,m agar mcngambil 
P S<'SWJ 1 dr·n, k crunclang undarig;rn ,1,an <' 1< ntu,.in Peraturan 

i'fl s;t) I\ :') 

Sct,np pimp1nan s,11u;1n o ,., " . , , 
bcrtanggung 

1 
. rg,_ nis-1s, drJlarn lingkunwm s,Jtur.1n kcrja 

J;iwri J ITTC'rn1mp1n rhn I k 
ma , mg m·1s1ng I· . ' mr;ngoorr ln,Js1 ,,,n baw,Jhc1nnya 

1. k " , '' c ,lll nwmlwnkan b1mlJingan scrl:;r pc1UnJuk bc1ui 
pc d s<1naan lugns i>awa han. ,.,, 

Pusa l 46 
Sctiap pimpinan sa lua n . . " b . . 

. organ1sas1 wa11 mcngikull dc1n mcmatuh1 
pctunJuk d_an bc rlanggun g j awa b kc pada at:.cJsan masing-masing chm 
men ampa 1ka n la pora n bc rka la Lepat wa k lu. 

BAB VIII 
KETENTUA N PENUTUP 

Pasal 47 

Pada saat Peraturan Bupa ti ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas 
Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Ka bupaten Ogan Komering Ulu 
Timur (Serita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
20 18 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 48 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Ditetapkan di Martapura 
pad a tanggal, \; Id()?-~ 

ERING ULU TIMUR, 

c-

LANOSIN 

Di undangkan di M.artapura 
pada tanggal, ~ /)\\'.A ~(}\ 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

JU 

BERIT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TAHUN ~~ NOMOR 10 
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Jabatan Fungsional 

I 
Kepala Bidang Lalu Lintas 

Anclcutan 

I 
Kepala Seksi lalu Lintas 

I 
Kepala Seksi Angkutan 

I 
Jabatan Fungsional Tertentu 

13 
LArvtPtf.< 
l>f!:£¼1'uAN UPA'fl OGAN KOMERINO ULU TIMUR 
NOMOI{ ~AN ~AHUN ~?~ 
TENTAN ,lO 
l<EDuD C susuNAN ORGANlSASl, TUGAS DA 
FUNcs~l<ANTA TATA KERJA DINAs PERHUBUNGP 
l<ABupAl'~~ ooAN KO MERING ULU TIMUR 

Kepala Dinas ------
- Sekretaris Dinas 

I 
I I J 

Kasubbag Perencanaan Kasubbag Kepegawaian 
dan Keuangan clan Umum 

I I 
Kepala Bidang Prasarana 

Kepala Bidang Pengembangan 

I 
dan Keselamatan 

Kepala Seksi Prasarana dan Kepala Seksi Pemadu Moda 
perlengkapan Jalan dan Teknologi Perhubungan 

I I 
kepala Seksi Penerangan jalan Kepala Seksi Keselamatan dan 

dan Fasilitas Umum Lingkungan Perhubungan 

I I RING ULUTIM BUPATI 0 KO 
Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsonal Tertentu / ~ 

-

I UPTD I - LANOSIN 


